




SAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 
 
 
4.1.  Gambaran Umum 
 
Penelitian ini mengambil lokasi pada Kantor Komisi Pemilihan  Umum 
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pemilihan 
lokasinya berdasarkan yang melaksanakan secara langsung Pilkada Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Sesuai dengan lokasi penelitian tersebut maka akan 
digambarkan terlebih dahulu kondisi umum Kabupaten Parigi Moutong, 
kemudian dilanjutkan dengan kondisi umum (Profil) Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Parigi Moutong. 
4.1.1. Sejarah  Singkat Kabupaten Parigi Moutong 
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong secara yuridis didasari pada “UU 
Nomor 22 Tahun 1999” tentang Pemerintah daerah terutama Pasal 5 ayat 1 dan 
pasal 6 ayat 1 dan 2 yang kemudian diperbaharui ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu dasar 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi rujukan terhadap pembentukan 
daerah otonom perihalnya membahas tentang perimbangan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan daerah terutama Pasal 3, 4 dan 6 dan juga diperbaharui 
dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 antara Pemerintah 
Pusat dan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. 
Pada mulanya masyarakat daerah Parigi Moutong tersebar dengan beratus 
bahkan beribu-ribu komunitas yanga ada di pegunungan dan perbukitan pada 





genealogis lainnya. Sehingga oleh Wertheim (1956) dikenal dengan masyarakat 
komunal yang dipimpin oleh “olongian” dan „Kemagauan”. Pemimpin yang 
dijuluki/dinamakan “magau” atau “olongian” berganti menjadi gagasan yang 
namanya “raja”. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda menjadikan raja tersebut 
sebagai wakil representasi dari masyarakat yang plural di daerah Parigi Moutong. 
 Berawal pada abad ke-20, kontrak politik ditandatangani oleh pemerintah 
Hindia Belanda yang disebut sebagai perjanjian singkat dengan Raja seperti Roe 
di daerah tojo, ta lasa di kab. Poso, Owolu Marunduh di wilyah Mori, kabodi di 
Daerah Napu termasuk Daeng Malino dan Idjenggi yang dididaulatkan menjadi 
wakil dari kerajaan di wilayah Parigi Moutong. Akan tetapi dengan masuknya 
hindia Belanda sebagai suatu kesatuan politiknya di pemerintahan parigi 
moutong, akhirnya dibayar mahal oleh putra-putra terbaik daerah, sebagai 
pejuang yang tidak tunduk (patuh) ke dalam integrasi kolonial belanda yang 
antara lain pejuangnya adalah Tombolotutu yang bertahan dengan pedangnnya 
sebagai bentuk Nasionalisme sendiri. 
 Hampir 39 Tahun lamanya Kabupaten Parigi Moutong diperjuangan 
menjadi daerah otonom, sehingga tanggal 8 Juni 1963 dicetuskan Panitia 
Penuntut Pembentukan Kabupaten. Setelah mengetahui arah dan tujuan 
perjuangan untuk pemekaran maka pada  tanggal 23 Desember tahun 1965 
dibentuklah yayasan Pembangunan Wilayah Pantai Timur Tahun 1965. Pada 
Saat itulah di ketahui arah, tujuan dan prinsip pembentukan Kabupaten secara 
Yuridis Formal. 
 Pada tanggal 2 Juli 2002 diresmikanlah  Kabupaten Parigi Motong sebagai 
Kabupaten yang otnom melalui Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno dilaksanakan 





lamanya peremsian daerah otonom Kabupaten, pada tanggal 10 Juli 2002 
ditunjuklah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si sebagai pejabat Bupati Kabupaten 
Parigi Motong melalui pelantikan Gubernur Sulawesi Tengah Prof. Drs. 
Aminuddin Ponulele, MS di Parigi ibu kota Kabupaten Parigi Moutong. 
 
4.1.2.  Letak dan Luas wilayah 
 Kabupaten Parigi Moutong memiliki luas 6.231,85 km2 terdiri atas 23 
Kecamatan pada Tahun 2014. Wilayah ini terbentang dari Sausu (Kecamatan 
paling selatan) sampai di Moutong (kecamatan paling utara). Kecamatan yang 
terluas adalah Kecamatan Palasa yaitu 613,16 km2 dan yang terkecil adalah 
Kecamatan Parigi yaitu sebesar 23,50 km2. Luas wilayah yang disajikan dalam 
publikasi ini adalah perhitungan berdasarkan updating peta SP 2010. Wilayah 
Kabupaten Parigi Moutong berbatasan langsung dengan Kabupaten Buol, 
Kabupaten Toli-toli, dan Provinsi Gorontalo di sebelah utara, Kabupaten Poso 
dan Kabupaten Sigi di sebelah selatan, kemudian Kabupaten Donggala dan Kota 
Palu di sebelah barat, serta Teluk Tomini di sebelah timur (Profil Kabupaten 
Parigi Moutong, 2013).  
Adapun wilayah Kecamatan yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten 
Parigi Moutong terdiri dari : 
1. Kecamatan Sausu, luas wilayah 410,32 km² 
2. Kecamatan Torue, luas wilayah 275,84 km² 
3. Kecamatan Balinggi, luas wialayah 223,88 km² 
4. Kecamatan Parigi, luas wilayah 23,50 km² 
5. Kecamatan Parigi Selatan, luas wialayah 396,42 km² 





7. Kecamatan Parigi Utara, luas wilayah 98,63 km² 
8. Kecamatan Parigi Tengah, luas wilayah 75,10 km² 
9. Kecamatan Ampibabo, luas wilayah 191,44 km² 
10. Kecamatan Kasimbar, luas wilayah 280,78 km² 
11. Kecamatan Toribulu, luas wilayah 212,38 km² 
12. Kecamatan Siniu, luas wilayah 118,96 km² 
13. Kecamatan Tinombo, luas wilayah 285,59 km² 
14. Kecamtan Tinombo Selatan, luas wilayah 379,81 km² 
15. Kecamatan Sidoan, luas wilayah 353,03 km² 
16. Kecamatan Tomini, luas wilayah 216,38 km² 
17. Kecamatan Mepanga, luas wialayah 207, 10 km² 
18. Kecamatan Palasa, luas wialayah 613,16 km² 
19. Kecamatan Ongka Malino, luas wilayah 380,24 km² 
20. Kecamatan Bolano Lambunu, luas wilayah 382,47 km² 
21. Kecamatan Taopa, luas wilayah 243,26 km² 
22. Kecamatan Taopa, luas wilayah 243,26 km² 













Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Parigi Moutong 
 
(Sumber : Dokumen Parigi Moutong dalam angka 2014) 
  
Wilayah Kabupaten Parigi Moutong memiliki batas administrasi 
Pemerintahan sebagai berikut : 
1. Berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan 
Provinsi Gorontalo. 
2. Berbatasan di sebelah selatan Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi 
Selatan 
3. Berbatasan disebelah barat dengan Kota Palu dan Kabupaten Donggala. 
4. Sebelah timur berbatasan dengan teluk tomini. 
 
4.1.3.  Topografi 
 Kabupaten Parigi Moutong berada pada ketinggian o – 2900 mdpl dan 





membentang dari ujung Kecamatan Moutong yang berbatasan dengan Provinsi 
Gorontalo disisi utara. 
 Kondisi permukaan tanah di daerah Kabupaten Parigi Moutong berbeda - 
beda dari daratan sampai pegunungan. Daerah yang mempunyai dataran cukup 
luas adalah Kecamatan Bolano Lambunu (daerah pecahan dari Kecamatan 
Moutong), Kecamatan sausu dan Kecamatan Tomini. 
 Keadaan topografi dengan luas kemiringan lahan rata-rata: 
- Datar (0 – 8)% = 146.134 Ha 
- Bergelombang (8 – 15)% = 60.443 Ha 
- Curam (15 – 45)% = 142.186 Ha 
- Sangat curam (>45)% = 1.97 Ha 
 Lanform wilayah Kabupaten Parigi Moutong tersusun dari dataran rendah 
dan perbukitan serta pegunungan yang menjulang sepanjang pantai dari utara 
sampai selatan dengan ketinggian rata-rata diatas permukaan laut (15-375) m 
(Profil Kabupaten Parigi Moutong, 2013). 
 
4.1.4.  Kependudukan 
 Informasi data kependudukan merupakan kebutuhan dasar untuk 
melakukan sebuah perencanan dalam sebuah masyarakat. Dari data 
kependudukan tersebut dapat dibuat sebuah proyeksi beberapa tahun kedepan, 
sehingga perencanaan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sesaat saja 
namun dapat diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi 
penduduk tersebut bukan merupakan ramalan, tetapi perhitungan ilmiah yang 






 Penduduk Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2014 mencapai 449.157 
jiwa, yang terdiri dari 230.489 jiwa penduduk laki-laki dan 218.688 jiwa penduduk 
perempuan (BPS Kabupaten Parigi Moutong, 2015). Ditinjau dari jenis kelamin, 
penduduk Kabupaten Parigi Moutong lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki 
dibandingkan penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin 105. Artinya dari 
sekian banyak penduduk perempuan dengan jumlah 100, terdapat 105 penduduk 
lelaki. Rasio ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan 
dengan tahun 2013, laju pertumbuhan penduduk per tahun pada tahun 2014 
yaitu pada Kecamatan Tinombo sebesar 4,48 persen per tahun, sedangkan 
Kecamatan Parigi Tengah memiliki pertumbuhan penduduk yang paling rendah 



















4.1.4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
 Ditinjau dari jenis kelamin, penduduk Kabupaten Parigi Moutong yang 
jumlah berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk 
perempuan dengan rasio jenis kelamin 106. Artinya diantara 100 penduduk 
perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Rasio ini masih sama dibandingkan 
tahun sebelumnya. 
Tabel 4.1. Jumlah penduduk menurut Kecamatan  










1 Sausu 12.344 11.388 108 
2 Torue 10.188 9.681 105 
3 Balinggi 8.788 8.388 105 
4 Parigi 16.255 15.797 103 
5 Parigi Selatan 11.814 11.245 105 
6 Parigi Barat 4.024 3.743 108 
7 Parigi Utara 3.108 2.891 108 
8 Parigi Tengah 4.339 4.244 102 
9 Ampibabo 11.401 10.856 105 
10 Kasimbar 11.702 10.935 107 
11 Toribulu 9.504 8.874 107 
12 Siniu 4.597 4.335 106 
13 Tinombo 11.594 11.114 104 
14 Tinombo Selatan 14.150 13.410 106 
15 Sidoan 7.595 7.013 108 
16 Tomini 10.163 9.670 105 
17 Mepanga 15.383 14.816 104 
18 Palasa 15.344 14.599 105 
19 Moutong 11.207 10.967 102 
20 Bolano Lambunu 10.921 10.205 107 
21 Taopa 6.779 6.596 103 
22 Bolano 8.472 7.892 107 
23 Ongka Malino 10.817 10.009 108 
Jumlah 230.489 218.668 109 
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Parigi Moutong 2014) 
4.1.4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 
 Menurut data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, maka 





jumlah 53.164 jiwa. Berikut Tabel 4.2 yang menyajikan jumlah penduduk 
berdasarkan kelompok usia di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014. 
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  










1 0-4 25.331 24.292 49.623 
2 5-9 22.863 21.491 44.354 
3 10-14 22.546 21.200 43.746 
4 15-19 20.536 19.740 40.276 
5 20-24 17.417 17.471 34.888 
6 25-29 18.773 18.596 37.369 
7 30-34 19.601 19.308 38.909 
8 35-39 19.269 18.130 37.399 
9 40-44 16.343 15.169 31.512 
10 45-44 13.274 12.264 25.538 
11 50-54 10.745 9.475 20.220 
12 55-59 7.953 6.888 14.841 
13 60-64 6.033 5.145 11.178 
14 65-69 3.997 3.651 7.648 
15 70-74 2.847 2.608 5.455 
16 75+ 2.961 3.240 6.201 
Jumlah 230.489 218.668 449.157 
 (Sumber : Dokumen Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2014) 
4.1.5.  Suku, Bahasa dan Kesenian 
 4.1.5.1. Suku 
 Secara demografis bahwa daerah Kabupaten Parigi Moutong memiliki 
komunitas masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku, baik suku asli 
maupun suku pendatang (suku dari luar daerah). 
 Rumpun yang merupakan masyarakat asli Kaili, Tajio, Lauje dan Tialo. 
Secara geografis, suku asli tersebut masing-masing menempati beberapa daerah 
yang berbeda misalnya masyarakat suku Kaili mayoritas berada di Kecamatan 
Sausu, Torue, Parigi dan sebagian di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan 
Kasimbar, suku Lauje sebagain di daerah Ampibabo dan kebanyakan di daerah 





Masyarakat suku Tialo sebagain bermukim di Kecamatan Tomini dan umumnya 
di Daerah Bolano Lambunu dan Kecamatan Moutong. 
 Di tengah keberadaan rumpun asli tersebut, terdapat pula beberapa 
komunitas suku pendatang, di antaranya suku jawa, Bali, Bugis, Gorontalo, 
Mandar, Minahasa, Bajo dan lain-lain. Suku-suku pendatang (asing) tersebut, 
masuk dan berinteraksi dikalangan masyarakat suku asli, secara tidak langsung 
membawa dan memiliki latar belakang budayanya masing-masing. Hadirnya 
suku pendatang (asing) dengan latar belakang budayanya masing-masing 
secara perlahan-lahan telah mengalami proses pencampuan budya dan 
penyesuain sifat dengan budaya masyarakat suku asli. 
4.1.5.2. Bahasa 
 Keberadaan suku asli yang terdiri dari suku Kaili, Tajio, Lauje dan Tialo 
masing-masing mempunyai  jatidiri budaya berdasarkan suku dan daerahnya. 
Misalnya rumpun Kaili memiliki bahasa daerah tersendiri dengan dialek yang 
berbeda pula yaitu dialek bahasa Kaili Ledo, Kaili tara, Kaili Rai, Kaili Ta‟a dan 
Kaili Taje. Suku Tajio dengan dialek bahasa Tajio. Suku Lauje memiliki bahasa 
terdiri dari dialek Lauje Ampibabo dan dialek Tinombo – Palasa. Suku Tialo juga 
memiliki bahasanya sendiri yaitu bahasa Tialo – Tomini. Bahasa Lauje danTialo 
saling memahami bahasa. Ditengah keberagaman bahasa suku asli tersebut, di 
daerah Bolano Lambunu terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan 
bahasa daerah tersendiri. Dari aspek dialeknya sangat berbeda dengan bahasa 
lainnya (Tialo dan Lauje). Sementara Dialek bahasa bolano adalah dialek Bolano 
yang  bahasanya hanya digunakan dan berlaku bagi masyarakat di Desa Bolano 
Kecamatan Bolano Lambunu. Tetapi secara kesukuan masyarakat Bolano 





4.2. Profil KPU Provinsi Sulawesi Tengah 
Terbentuknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan terbentuk 
pertamanya Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan Presiden Republik 
Indonesia No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. 
Karena menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, keberadaan lembaga 
KPU harus dirubah, sehingga KPU dapat berjalan secara efektif dan sanggup 
memfasilitasi pada pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Pelaksanaan Pemlu 
yag jujur dan adil merupakan salah satu faktor penting bagi terpilihnya anggota 
parlemen yang lebih berkualitas, dan mampu menyaring aspirasi rakyat.  
Setalah Tepatnya  tiga  tahun berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, 
muncul pemikiran dari kalangan eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan 
kualitas pemilihan umum, salah satunya dengan kualitas penyelenggara Pemilu. 
Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. 
Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah 
mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 
Pemilu. 
Dengan dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
Penyelenggara Pemilu yang mengatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 
permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam 
menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-
undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum 






Secara intitusional, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulaweesi Tengah 
merupakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah kedua yang dibentuk setelah pemilu 
sejak reformasi 1998. KPU Provinsi Sulawesi Tengah pertama masa bhakti 2003 
sampai dengan 2008 dibentuk berdasarkan Keputusan KPU No. 68 Tahun 2003 
melalui proses tahapan dan seleksi calon anggota KPU Provinsi Sulawesi 
Tengah dengan anggota Tim Seleksi yang terdiri atas: 
1. Drs. Sahabuddin Mustapa, M.Si. 
2. Ir. T.A.M. Tilaar 
3. Syafri Ali Kadir, SH 
4. Kamil Badrun 
5. M. Tumonggor, SH 
Setelah melalui berbagai proses tahapan seleksi mulai maka ditetapkanlah 
5 orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pertama sesuai tanggal 19 Mei 
2003 yang terdiri dari (1). Prof. DR. H. Zainuddin Bolong, MA, (2). Yahdi Basma, 
SH, (3). Hamdan Hi. Rampadio, SH, MH, (4). Pdt. Dharma Sallata Putera, (5). 
Nelly Muhriani, S.Pd. 
Pada tanggal 24 Mei 2003 dilaksanakan Pelantikan Anggota KPU Provinsi 
Sulawesi Tengah bertempat di Jakarta dan ditetapkan dengan diterbitkan SK 
KPU No. 158 Tahun 2003. Pengangkatan Ketua Komisi Pmilihan Umum Provnsi 
Sulawsi Tengah a.n. Prof. DR. H. Zainuddin Bolong, MA berdasarkan Keputusan 
KPU No. 192 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003. Pembagian tugas Anggota KPU 
Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 
270/0348/KPU tanggal 9 Juni 2003. 
Setelah KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengakhiri masa jabatan pertama 





membentuk Tim seleksi untuk merekrut Calon Anggota KPU Provinsi periode 
selanjutnya yaitu masa jabatan 2008 sampai dengan 2012. Dengan anggota tim 
seleksi sebagai berikut : 
1. Drs. H. Sahabuddin Mustafa 
2. Idris Y. Min‟Un. S. Psi, Psikologi 
3. H. Nabi Bija, S.Sos 
4. H. Idham Chalid, SH. MH 
5. Drs. Slamet Riadi cante, M.Si 
Setelah melalui proses tahapan seleksi, ditetapkanlah 5 (lima) orang 
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Mei 2008. Susunan 
nama Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut: 
1). Sdr. Syamsuddin Baco, SH. MH; 
2). Sdr. DR. Ir. Adam Malik, M.Sc; 
3). Sdr. Drs. H.Daud Laratu, M.Si; 
4). Sdr. Patrisia Lamarauna, SH 
5). Sdr. Yahdi Basma, SH 
Kemudian dilanjutkan dengan Pelantikan pada tanggal 24 Mei 2008 di 
Jakarta, berdasarkan ketetapan SK KPU No. 23/SK/SDM/TAHUN 2008 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, bersamaan 
dengan berakhirnya masa jabatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2004-
2008.  
Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Budi Agung Palu 
Sulawesi Tengah Nomor : 02/XI/RS.BA/2008  tanggal 27 Nopember 2008, Sdr. 
H. Daud Laratu, M.Si telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 27 





sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat 
Keputusan KPU Nomor : 134/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 10 Desember 
2008 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Sulawesi Tengah.  
Berdasarkan Surat Keputusan tersebut melalui Berita Acara Rapat Pleno 
KPU Nomor : 39/15-BA/V/2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
22/SK/SDM/TAHUN 2008 pada tanggal 21 mei 2008, menetapkan “Sdr. M. Yasin 
Mangun, S.Sos” sebagai  peringkat 6 (enam) dari hasil seleksi calon anggota 
KPU.  
Setelah itu pada tanggal 18 Desember 2008 “sdr. M. Yasin Mangun, S.Sos” 
resmi dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 135/SDM/KPU/TAHUN 
2008. Sehingga perubahan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Tengah periode 2008 – 2011 saat ini terdiri dari : 
1. DR. Ir. Adam Malik, M.Sc 
2. Syamsuddin Baco, SH. MH 
3. Yahdi Basma, SH (Anggota KPU Periode 2004 – 2008) 
4. Patrisia Lamarauna, SH (Mantan Anggota KPU Kota Palu) 
5. M. Yasin Mangun, S. Sos (Mantan Ketua KPU Kabupaten Poso) 
 
4.3.   Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong 
 Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang 
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang 
tatacara dan penyeleksian Calon Anggota KPU Provnsi dan KPU Kabupaten 
/Kota. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 
2003, maka secara resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Parigi 





tanggal 19 Juni 2003 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
 Setelah terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, 
maka didirikanlah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi 
Moutong dalam kerangka pelaksanaan ketentuan Daerah. Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong merupakan bagian dari Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong yang membantu dan memfasilitasi 
tugas-tugas dari anggota Komisi Pemilihan Umum. Keberadaan Sekretariat 
Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Parigi Moutong sangat penting dan guna 
menunjang terlaksananya berbagai program kerja / kegiatan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Parigi Moutong khususnya memfasilitasi secara teknis 
administrasi dan keuangan. 
 Sejak terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong 
pada tahun 2003, telah mengalami 3 (tiga) kali pergantian Komisioner dalam 
masa jabatannya yaitu : 
Tabel 4.3. Pergantian Komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong 






Dedy Iskandar, SH 
Sukirman Andi Rappe, S.Sos 
Aning Kauja, SE 
















Sukirman Andi Rappe, S.Sos 
Amran B. Soda 
Rizal,S.Sos 
Amelia Idris, SE 















Amelia Idris, SE, M.A.P 
Ikbal Bungajim, S.Pd, M.Si 





















4.3.1. Visi dan Misi 
Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
dengan menetapkan visinya yaitu : 
“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara 
Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, 
transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia 
yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  
 
Kemudian dijabarkan ke dalam Misi yang terdiri dari 5 (lima) point  yaitu : 
1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 
kompetensi, kredibilitass dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 
Pemilihan Umum. 
2. Menyelenggarakan/melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota 
Legislatif (DPR Pusat), (DPD), (DPRD Provinsi), (DPRD Kab/Kota), Presiden 
dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan 
beradab. 
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, 
efisien dan efektif. 
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil 
dan setara, serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 








4.3.2. Struktur Organisasi 








(Sumber : Komisi Pemeilihan Umum Kab. Parigi Moutong 2016) 
 
Keberadaan struktur organsasi dalam suatu organisasi adalah merupakan 
media yang membahasakan kepada seluruh individu yang menjadi anggota 
organisasi tentang kegiatan serta pekerjaan yang harus dikerjakan berdasarkan 
perintah garis struktur dalam organisasi, bertanggungjawab kepada siapa, 
sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud 
sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan KPU 
Kabupaten Parigi Moutong, struktur keorganisasian dari KPU Kabupaten Parigi 
Moutong dibagi dua yaitu : 
1. Keanggotaan 
Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 
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KPU Kabupaten Parigi Moutong dipilih dari dan oleh anggota KPU 
Kabupaten Parigi Moutong. Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong 
diangkat dan diberhentikan oleh KPU Provinsi. 
2. Kesekretariatan 
Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Parigi Moutong dibantu 
dan difasilitasi oleh sekertariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari ASN 
(Aparatur Sipil Negara) yang diusulkan oleh Bupati. Berdasarkan PKPU no: 
22 tahun 2008 Sekretariat KPU Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari : 
1. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. 
2. Kepala Sub Bagian Program dan Data. 
3. Kepala Sub Bagian Teknis pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. 
4. Kepala Sub Bagian Hukum. 
4.3.3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota 
Dalam paragraf 3, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tugas 
dan wewenang KPU Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut :  
(1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi : 
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan 
jadwal di Kabupaten/Kota; 
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota 





c. Membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia 
Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara) dalam wilayah kerjanya; 
d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh 
(Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan 
KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam wilayah 
kerjanya; 
e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 
Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan 
menetapkannya sebagai daftar pemilih; 
g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan 
membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 
h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di 
kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil 
rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 
i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan 
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, 





j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan 
mengumumkannya; 
k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah 
pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita 
acaranya; 
l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 
oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 
m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 
anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), anggota PPS Panitia 
Pemungutan Suara), sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai 
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu 
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada 
masyarakat; 
o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 
penyelenggaraan Pemilu; dan 
p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 






 (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden meliputi : 
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan 
jadwal di kabupaten/kota; 
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. Membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia 
Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara) dalam wilayah kerjanya; 
d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh 
PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), 
dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam wilayah 
kerjanya; 
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 
Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan 
menetapkannya sebagai daftar pemilih; 
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil 
rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara 
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 
h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan 
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, 





i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota 
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 
j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan 
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan 
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan 
Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada 
masyarakat; 
l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 
penyelenggaraan Pemilu; dan 
m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 
Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. 
 (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 
pemilihan bupati/walikota meliputi : 
a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; 
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 
dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan 
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 
c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 






d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta 
pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 
e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 
tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan 
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 
f. Menerima daftar pemilih dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dalam 
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 
g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 
pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan 
menetapkannya sebagai daftar pemilih, menerima daftar pemilih dari PPK 
(Panitia Pemilihan Kecamatan) dalam penyelenggaraan pemilihan 
gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 
h. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 
i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 
pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan 
suara dari seluruh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di wilayah 
kabupaten/kota yang bersangkutan; 
j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 
pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 
k. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 





l. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita 
acaranya; 
m. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU 
Provinsi; 
n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota 
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 
o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan 
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan 
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan 
pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota 
kepada masyarakat, melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan 
dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 
q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 
bupati/walikota, menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, 
bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 
dan 
r. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 






(4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
berkewajiban : 
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 
waktu; 
b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil 
presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; 
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada 
masyarakat,melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 
e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan 
pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 
f. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 
Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan 
tembusannya kepada Bawaslu; 
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan 





i. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat 
kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
rekapitulasi di kabupaten/kota, melaksanakan keputusan DKPP; dan 
j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau 
peraturan perundang-undangan 
4.3.4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Parigi Moutong  
 Daftar pemilih tetap (DPT) merupakan bagian dari penyelenggaraan suatu 
pemilihan. Pelaksanaan pendataan daftar pemilih tetap (DPT) diawali proses 
pemutakhiran data dengan menerima daftar pemilih pemula yang berusia 17 
tahun pada tanggal 9 desember 2015 dari KPU RI, kemudian KPU Kabupaten 
Parigi Moutong membentuk kelompok kerja Updating data pemilih yang terdiri 
Komisioner dibantu oleh 7 (tujuh) operator sistim informasi data pemilih. 
Kelompok kerja tersebut melakukan kegiatan sebagai berikut : 
1. Mencetak data pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada tanggal 9 
Desember 2015 dari hasil download di portal sidalih (Sistem Data Pemilih) 
dan mendistribusikan data pemilih kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan 
pencocokan dan penelitian. 
2. Mencetak dan mendistribusikan data pemilih ganda kepada PPS melalui 
PPK untuk dilakukan pencocokan dan penelitian. 
3. Melakukan pengecekan di portal sidalih tentang hasil penginputan Daftar 
pemilih khusus tambahan satu oleh PPS kedalam portal sidalih. 
4. Pokja memastikan pemilih yang akan diinput kedalam portal sidalih adalah 
pemilih yang menggunakan KPT di TPS sesuai dengan alamat yang tertera 
pada KTP atau KK pemilih. 
5. PPS, dibantu oleh KPPS, melakukan pencocokan dan penelitian terhadap 





 Berikut jadwal tahapan pemutakhiran daftar pemilih Kabupaten Parigi 
Moutong : 
Tabel 4.4.  Pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
(Sumber: Data Sekunder diolah dari KPU Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015) 
  
No Program Jadwal Keterangan 
1 
Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU 
Kabupaten/Kota dan Penyampaian 
kepada PPS 
24 Juni s/d 14 
Juli 2015 
Dilaksanakan oleh 
KPU Pusat , KPU 
Prov., dan 
KPU Kab/Kota 
2 Pencocokan dan penelitian 
15 Juli s/d 19 
Agustus 2015 
Dilaksanakan oleh PPS 
3 
Rekapitulasi daftar pemilih hasil 
pemuktahiran tingkat desa/kelurahan 
dan penyampaiannya beserta daftar 
pemilih hasil pemuktahiran ke PPK 
27 Agustus s/d 
29 Agustus 
2015 
Dilaksanakan oleh PPS 
4 Rekapitulasi daftar pemilih hasil 
pemuktahiran tingkat kecamatan  
30 Agustus s/d 
31 Agustus 
2015 
Dilaksanakan oleh PPK 
5 
Rekapitulasi daftar pemilih hasil 
pemuktahiran tingkat kabupaten/kota 






Dilaksanakan oleh   
KPU Kabupaten/Kota 
6 Pengumuman dan tanggapan 












Dilaksanakan oleh PPS 
8 
Rekapitulasi DPS hasil perbaikan 
tingkat desa/kelurahan dan 
penyampaiannya beserta DPS hasil 





Dilaksanakan oleh PPS 
9 
Rekapitulasi DPS hasil perbaikan 






Dilaksanakan oleh PPK 
10 
Rekapitulasi DPS hasil perbaikan 
tingkat kabupaten/kota untuk 
ditetapkan sebagi DPT dalam Rapat 
Pleno Terbuka 
01 Oktober s/d  
02 Oktober 
2015 
Dilaksanakan oleh   
KPU Kabupaten/Kota 
11 Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi 
dalam Rapat Pleno Terbuka 
03 Oktober s/d  
04 Oktober 
2015 
Dilaksanakan oleh   
KPU Provinsi 
12 Rekapitulasi DPTb-1 tingkt Provinsi 
Kabupaten/Kota  
27 Oktober s/d  
28 Oktober 
2015 






 Dari rangakain-rangkaian proses pendataan daftar pemilih, kemudian KPU 
Kabupaten Parigi Moutong menetapkan daftar pemilih tetap Pilkada Gubernur 
dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 sebagai berikut : 
 
Tabel 4.5.  Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil penetapan KPU Kabupaten Parigi 






L P L+P 
1 SAUSU 10 39 7.983 7.498 15.481 
2 BALINGGI 9 31 6.047 5.977 12.024 
3 TORUE 7 33 6.992 6.843 13.835 
4 PARIGI SELATAN 10 39 7.837 7.588 15.425 
5 PARIGI 11 50 10.453 10.307 20.760 
6 PARIGI BARAT 6 14 2.876 2.635 5.511 
7 PARIGI TENGAH 6 13 3.110 2.994 6.104 
8 PARIGI UTARA 5 11 2.215 2.136 4.351 
9 SINIU 9 17 3.369 3.273 6.642 
10 AMPIBABO 19 41 7.170 6.902 14.072 
11 TORIBULU 9 31 5.667 5.468 11.135 
12 KASIMBAR 18 41 7.325 6.989 14.314 
13 TINOMBO SELATAN 20 54 9.327 8.802 18.129 
14 SIDOAN 11 30 5.479 5.175 10.654 
15 TINOMBO 15 42 7.731 7.555 15.286 
16 PALASA 11 50 9.663 8.901 18.564 
17 TOMINI 14 32 6.525 6.362 12.887 
18 MEPANGA 18 52 10.116 9.575 19.691 
19 ONGKA MALINO 17 37 7.069 6.431 13.500 
20 BOLANO 13 30 5.922 5.513 11.435 
21 BOLANO LAMBUNU 14 44 7.837 7.398 15.235 
22 TAOPA 11 27 5.133 4.993 10.126 
23 MOUTONG 20 41 8.008 7.769 15.777 
TOTAL 283 799 153.854 147.084 300.938 









4.4. Teknik Penentuan Informan  
 Dalam peneltian ini, peneltiti menggunakan Teknik pemilihan informan yaitu 
dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan 
teknik menyeleksi yang dilakukan dengan dasar kriteria-kriteria tertentu yang 
dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian, sedangkan orang-orang dalam 
populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan informan 
(Kriyantono, 2006, h.158). Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah orang atau 
informan yang sangat kooperatif dan mampu menyajikan informasi-informasi 
yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dari kriteria-kriteria tersebut peneliti 
menentukan 5 (lima) orang informan yang merupakan Komisioner KPU 
Kabupaten Parigi Moutong dan PNS. Komisioner yang dimaksud terdiri dari 5 
(lima) orang yaitu 1 (satu) orang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Parigi 
Moutong dan 4 (empat) orang sebagai Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong. 
Selain itu dari unsur PNS yang menjabat sebagai Kasubag Teknis dan Hupmas 
pada kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong 
 Selain informan yang terdapat pada subyek atau organisasi yang 
dimaksud, peneliti juga memilih informan dari luar Kantor KPU Kabupaten Parigi 
Moutong yaitu salah satu toko pemuda yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.  
     
4.5. Gambaran Umum Pelaksanaan Sosialisasi Pemilhan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah  
 
Penelitian dengan judul Strategi Komunikasi KPU dalam pelaksanaan 
Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 
Tahun 2015 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Parigi 
Moutong, telah  melalui berbagai tahap penelitian di lapangan dimulai dengan 





perkantoran sehari-hari dan menghasilkan data dalam bentuk dokumen tertulis 
serta ditunjang berbagai dokumentasi sehingga membantu peneliti dalam 
mendeskripsikannya. 
Dalam pelaksanaan Sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Parigi Moutong melakukan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai 
pemangku kepentingan diantaranya,  DPRD,  Instansi Pemerintah,  Unsur 
Muspida,  LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Tokoh Masyarakat Kabupaten 
Parigi Moutong  untuk mendukung  dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 
seperti dengan Pemerintah.  Komunikasi ini dilakukan dengan cara koordinasi, 
sosialisasi dan pendekatan spesial/kewilayahan maupun berdasarkan kelompok-
kelompok fungsional.  Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Parigi 
Moutong mempunyai peran yang strategis dalam menentukan keberhasilan 
plaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 
2015 dengan berpedoman pada azas; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, 
tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, 
profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. 
  
4.6. Sajian Data Hasil Penelitian 
4.6.1. Proses Pelaksanaan Sosialisasi PILGUB 
 Strategi pada hakekatnya merupakan perencanaan (Planning) serta 
manajemen untuk mencapai tujuan. Strategi komunikasi suatu perpaduan 
perencanaan komunikasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, agar 
mampu menunjukan bagaimana opersionalnya secara praktek (Effendi, 1981, hl. 





kondisi yang dilakukan oleh KPU Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam 
melakukan proses sosialisasi. 
 Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi mengenai 
tahapan dan program penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat atau 
pemilih akan lebih tahu dan memahami tentang tujuan dari penyelenggaraan 
pemilu. Dalam merumuskan strategi dan melaksanakan sosiliasasi pelaksanaan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, seluruh 
jajaran Komisi Pemilihan umum Kabupapaten Parigi Moutong yakni Panitia 
Pemilhan Kecamtan (PPK) dan Panitia Pemugutan Suara (PPS) menjadi bagian 
yang tak terpisahkan. Strategi sosialisasi dan penyampaian informasi tentang 
pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 meliputi : 
1. Pembentukan Pokja penyebaran informasi pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur sulawesi Tengah Tahun 2015; 
2. Membangun Pusat Sosialisasi Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Tengah Tahun 2015 dalam bentuk media center; 
3. Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilhan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah; 
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dan 
kemampuan dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dan 
bentuk cetak, audiovisual dan digital; 
5. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Parigi Moutong; 
6. Menentukan kelompok sasaran yang akan disesuaikan dengan metode dan 
materi sosialisasi dan penyampian informasi Pemilhan Gubernur dan Wakil 





7. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak pemangku 
kepentingan untuk dapat berperan serta dalam melakukakan kegiatan 
sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilhan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015; 
8. Melakukan koordinasi secara berkala dengan KPU serta stake Holder 
pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015. 
Berkenaan dengan strategi sosialisasi yang dilaksanakan, KPU Kabupaten 
Parigi Moutong mempunyai serangkaian-serangkaian tahapan pemilu yang harus 
dilalui, dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan hingga sampai ke tahapan 
penyelesaian.  
Terkait dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Daerah 
Kabupaten Parigi Moutong dalam menentukan strategi komunikasi dalam 
pelaksanaan sosialisasi membuat atau menyeleksi materi-materi sosialisasi yang 
akan di jadikan sumber informasi kepada masyarakat, seperti kutipan Komisioner 
Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan SDM (informan 2) sebagai berikut : 
“Kita sebagai penyelengara menyiapkan materi-materi sosialisasi 
yang berdasarkan ketentuan dari tahapan Pelaksanaan pemilu 
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 
2015 untuk dilaksanakan di KPU Kabupaten, kemudian diseleksi 
melalui sidang pleno KPU untuk dijadikan bahan informasi kepada 
masyarakat. (wawancara, tanggal 30 Juni 2016)”. 
 
Dari penjelasan tesebut, dalam pelaksanaan sosialisasi PILGUB Provinsi 
Sulawesi Tengah tahun 2015 bahwa keberadaan penyelenggara dalam 
menyiapkan materi-materi sosialisasi perlu ada pertimbangan-pertimbangan 
yang selektif agar pesan yang diinformasikan terhadap masyarakat bisa 
dimengerti atau di pahami secara baik, serta memiliki tugas untuk 





lapisan masyarakat yang tentu membutuhkan penjelasan yang lebih luas lagi 
tentang seluk beluk pemilu. 
 
4.6.2.  Analisis terhadap Strategi komunikasi KPU Kabupaten Parigi 
Moutong pada pelaksanaan sosialisasi Pemilhan Gubenur dan Wakil 
Gubenur Provnsi Sulawesi Tengah 
 
 Strategi komunkasi  yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah 
Kabupaten Parigi Moutong dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 melalui unsur-unsur 
komunikasi yakni komunikator, pesan, komunikan, saluran media dan efek yang 
dirasakan. Unsur-unsur komunikasi tersebut sebagai panduan untuk menentukan 
baik tidaknya sebuah pelaksanaan kegiatan.  
1. Strategi Komunikator 
Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan 
atau informasi dalam sebuah komunikasi, hal ini yang berperan sebagai 
pelaksana sosialisasi yakni KPU Kabupaten Parigi Moutong, PPK, PPS dan 
KPPS serta pihak-pihak lain yang bekerjasama dengan KPU Kabupaten 
Parigi Moutong  dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti kutipan 
wawancara Amelia Idris, SE, MAP (Informan 1) selaku Ketua KPU 
Kabupaten Parigi Moutong tanggal 20 Juli 2016 : 
“Bahwa kita KPU Parigi Moutong itu sudah beberapa kali 
didalam pelaksanaan tahapan Pilgub kita lakukan sosialisasi 
terhadap tahapan-tahapan, sosialisasinya sampai 
kemasyarakat malah kita melibatkan yang namanya relawan 
demokrasi, dimana relawan demokrasi ini melibatkan adik-adik 
mashasiswa dari STIHAm dan STIE yang ada di Parigi 
Moutong yang berjumlah 25 orang, yang mana membantu kita 
dalam sosialisasi, yang bertujuan untuk menyampaikan 
bagaimana cara memilih (coblos) yang benar, bagaimana 
pelaksanaan teknisnya kemudian syarat-syarat menjadi pemilih 
dan tim relawan yang mewakili beberapa segmen yaitu segmen 
pemuka agama, segmen perempuan, segmen pemilih pemula, 






Dari kutipan tersebut diatas bahwa, KPU Kabupaten Parigi Moutong 
dalam melaksanakan sosialisasi Pilgub melibatkan mahasiswa-mahasiswa 
untuk berperan sebagai perpanjangan tangan KPU Kabupaten Parigi 
Moutong di dalam lingkungan masyarakat. Dalam artian menyampaikan 
pesan-pesan pemilu sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya partisipasi (menggunakan hak pilih) dalam 
Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 
2015. Kemudian hal tersebut dapat meringankan dan membagi tugas-tugas 
sebagai penyelenggara pemilu, dikarenakan wilayah dan jumlah penduduk 
(pemilih) Kabupaten Parigi Moutong yang sangat luas dan besar. Hal ini 
dilakukan Berdasakan PKPU Nomor 5 tahun 2015 dan Surat KPU Provinsi 
Sulawesi Tengah No :456/KPU-Prov.024/VI/2015 perihal pembentukan 
relawan demokrasi. Relawan demokrasi dibentuk oleh KPU Kabupaten 
Parigi Moutong bertujuan membantu melakukan sosialisasi untuk 













Sosialisasi yang dilaksanakan relawan demokrasi bertempat pada 
pasar kecamatan ampibabo, sekolah menengah atas negeri 1 ampibabo, 
sekolah madrasah aliyah alkhairat ampibabo dan sekolah menegah kejuruan 
negeri 1 ampibabo, seperti gambar berikut ini : 
 








(Sumber: Data skunder KPU Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015) 
 
Gambar 4.4.  sosialisasi yang dilaksanakan pada sekolah Kec. Ampibabo 
 






Hal lain juga yang dikemukakan oleh Ikbal Bungajim, S.Pd, M.Si (Informan 2) 
selaku divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengembangan SDM : 
“Kami dari KPU Kabupaten Parigi Moutong dalam Pelaksanaan 
sosialisasi dilaksanakan secara terstruktur dengan 
memanfaatkan pelaksana ad hock yang ada dikecamatan 
seperti PPK, PPS dan KPPS serta dengan memanfaatkan 
elemen-elemen masyarakat di Desa / Kelurahan masing-
masing. Selain itu kami sebagai komisioner jarang bertemu 
langsung dengan masyarakat, dikarenakan beban kerja yang 
begitu besar sehingga yang ketemu itu paling PPK, PPS tapi itu 
dalam konteks penyelenggara”. (wawancara tanggal 19 Juli 
2016 pukul 10.00 WITA) 
 
Mengenai penjelasan tersebut di atas bahwa Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Parigi Moutong dalam menerapkan strategi terhadap 
komunikator untuk melaksanakan sosialisasi dibantu oleh penyelenggara 
sebagai mitra kerja (adhock) di tingkat kecamatan, sehingga sebagai 
komunikator pelaksanaan penyampaian pesan bisa tersampaikan langsung 
kepada lapisan masyarakat. Disamping itu juga pelaksanaan sosialisasi 
yang dilakukan oleh komisoner KPU Kabupaten Parigi Moutong tidak 
langsung kepada masyarakat, sehingga keredibilitas komunikator tidak teruji. 
Hal ini tentunya sangat mempengaruhi terhadap informasi yang disampaikan 
kepada masyarakat (pemilih) karena sebagai komunikator tidak hanya dapat 
menyampaikan pesan begitu saja, tetapi daya tarik dan kredibilitasnya 
sebagai komunikator salah satu syarat untuk menjadikan informasi atau 









2. Strategi Pesan 
Dalam Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 
Sulawesi Tengah tahun 2015 penyampaian  pesan sangatlah penting karena 
pesan merupakan keseluruhan informasi yang disampaikan oleh 
komunikator. Sebelum merencanakan pesan yang akan disampaikan 
kepada masyarakat pesan tersebut harus mempunyai tujuan tertentu  dan 
harus bisa menentukan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. 
Seperti yang dikemukakan oleh Komisoner Komisi Pemilihan Umum Ikbal 
Bungajim (Informan 2) sebagai berikut : 
“Perencanaan pesan sosialisasi, kami di KPU Parigi 
Moutong memulainya dengan membuat desain pesannya, 
kemudian kita ambil misalkan kata-katanya seperti apa, 
isinya pun seperti apa, kemudian kita plenokan setelah itu 
baru kita putuskan. Tapi kita menyampaikan pesan-pesan 
kita lebih menekankan pada muatan lokalnya misalkan dari 
etniknya, contohnya kalau penyampaian pesan melalui 
radio, kita lebih ke bahasa daerah (Kaili) karena yang 
mendengarkan radio lebih banyak masyarkat kaili”.  
(wawancara tanggal 19 Juli 2016 pukul 10.00 WITA) 
 
Dari kutipan wawancara tersebut bisa dijelaskan bahwa strategi 
terhadap pesan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Parigi Moutong dalam sosialisasi Pemilhan gubernur terlebih 
dahulu membuat atau merancang pesan melalui hasil keputusan pleno. 
Kemudian isi dari pesan lebih ke bahasa daerah ketika menggunakan media 
elektronik (Radio). Hal lain juga di kemukakan oleh Ketua KPU Kabupaten 
Parigi Moutong (Informan 1) : 
“Begini, kami KPU Kab. Parigi Moutong dalam penentuan 
pesan-pesan sosialisasi kita sebagai penyelenggara 
PILGUB menyampaikan pesan berdasarkan draf atau 
rancangan dari KPUD Provinsi Sulawesi Tengah yang 
sesuai dengan tahapan Pilgub, sehingga kita dibatasi 
dalam membuat atau merancang pesan-pesan sosialisasi 





pesan yang melalui media elektronik (radio) ini pesan yang 
tidak dalam tahapan pilgub” (wawancara tanggal 20 Juli 
2016 pukul 02.00 WITA) 
 
Penjelasan hasil wawancara tersebut diatas bahwa Komisi Pemilhan 
Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam merancang atau mendesain 
sebuah pesan-pesan sosialisasi tidak dilakukan sendiri melainkan pesan 
sosialisasi itu sendiri sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tahapan Pemilhan Gubernur, 
sehingga membatasi kereatifitas dalam merancang pesan-pesan sosiliasi 
Pemilihan Gubernur dan Wakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah kecuali 
Pesan-pesan sosialisasi yang diluar dari tahapan pemilhan Gubernur, 
materinya bisa di desain KPUD Kabupaten Parigi Moutong melalui media 
elektronik (Radio). Penyajian pesan yang dilakukan melalui media elektronik 
dan media cetak berupa pesan pemberitahuan tentang Pemilihan Gubernur, 
seperti kutipan wawancara yang dikemukakan oleh Kasubag Teknis dan 
Hupmas (Informan 5) Kmisi Pemilhan Umum Kabupaten Parigi Motong : 
“Penyampaian pesan-pesan melaui media Cetak, kita 
hanya memberikan pesan tentang bagaimana pendaftaran 
daftar pemilih tetap dan mengumumkan hari pencoblosan, 
itu saja!!!. Kalau melalui media elektronik pesan-pesan 
yang disampaikan berupa kegiatan Talk Show dan 
berbagai macam iklan layanan masyarakat”. (wawancara 
tanggal 8 Agustus 2016, pukul 09.00 Wita).   
 
Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Komisi Pemilhan Umum 
Kabupaten Parigi Moutong dalam memberikan pelayanan informasi 
(sosialisasi) terhadap masyarakat melalui media cetak dan media elektronik 
hanya sebatas pesan-pesan yang sifatnya umum saja artinya pesan yang 





mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat untuk menggunakan hak 
pilihnya.  
3. Strategi terhadap Komunikan (Khalayak) 
Untuk menerapakan strategi terhadap sasaran komunikan (Khalayak) 
sangat penting, seperti yang dikemukakan oleh (Efendi, 2013, hl. 35-39) 
bahwa sebelum kita melancarkan komunikasi, kita perlu mempelajari siapa-
siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi kita itu. Sudah tentu ini 
bergantung pada tujuan dari komunikasi tersebut, apakah komunikan itu 
hanya sekedar mengetahui atau  komunikan dapat melakukan tindakan 
tertentu (metode persuasif atau instruktif). Terkait dengan hal tersebut 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan 
perencanaan terhadap sasaran komunikan (Khalayak) dengan berbagai 
konsep yang telah dibuat seperti yang dikemukan dalam kutipan wawancara 
dari Komisoner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Divisi 
Sosialisasi dan pendidikan pemilih (Informan 2) sebagai berikut : 
“Di KPU itu sebenarnya sasaran untuk sosialisasi kita 
menyebutnya segmen, sudah ada segmen yang telah 
ditetapkan oleh KPU RI, antara lain segmen pemuka 
agama, segmen perempuan, segmen pemilih pemula, 
segmen disabilitas dan segmen masyarakat marginal. 
Segmen tersebut merupakan sasaran dari sosialisasi 
pemilu, nah cuman sekali lagi, kalau nanti ditahapan baru 
mau digarap segmen ini maka tidak cukup waktu karena 
mereka harus diberikan pembekalan terhadap materi-
materi tentang soisialisasi pemilu”. (Wawancara tanggal 19 
Juli 2016, pukul 10.00 Wita) 
 
Dari penjelasan informan di atas bahwa untuk menentukan sasaran 
terhadap komunikan (khalayak) Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten 
Parigi Moutong melalui penentuan segmen yang telah ditetapkan oleh 





dalam penyampaian informasi pemilu terbagi dari beberapa segmen 
tersebut. Kemudian dari beberapa segmen tersebut diberikan pembekalan 
berupa materi-materi untuk di sosialisasikan berdasarkan sasaran segmen, 
dalam artian segmen tersebut yang meneruskan pesan terhadap 
masyarakat. Selain itu juga dalam penentuan segmen, dibentuk pada 
tahapan Pilkada berjalan, yang artinya bahwa KPU tidak memiliki waktu lagi 
untuk memberikan pembekalan terhadap segmen tersebut dikarenakan 
waktu dan pekerjaan yang begitu padat.  
Hal senada juga diakatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Parigi Moutong (Informan 1) dalam wawancaranya pada tanggal 
29 Juli 2015 pukul 09.00 Wita yaitu : 
“Dari sasaran sosialisasi yang berupa segmen, kita 
membentuk dan merkerut personil-personil relawan 
demokrasi yang mewakili segmen-segmen yang ada. Di 
setiap segmen teridiri dari 5 orang, jadi semua berjumlah 
25 orang dan tempat atau lokasi pelakasanaan hanya 
dilakukan disekitar wilayah ibu kota Kabupaten. kemudian 
sebelum kita terjunkan kelapangan untuk sosialisasi kita 
adakan dulu pembekalan terhadap mereka, kita harus 
pahami dulu aturan-aturan sebelum turun sosialisasi”  
 
Penjelasan tersebut bahwa berdasarkan sasaran yang telah 
ditetapkan, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong 
terlebih dahulu merekrut tim relawan demokrasi yang mewakili segmen-
segmen sasaran sosialisasi, kemudian diberikan berupa pelatihan dan 
pendidikan pemilih agar dapat memberikan pemahaman sosialisasi kepada 
sasaran komunikan yang dituju. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan 
diwilayah ibu kota Kabupaten dikarenakan jumlah personil yang sedikit dan 





Dalam hal penentuan sasaran sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum 
Parigi Moutong juga melihat dari segi angka golput tertinggi di setiap 
kecamatan berdasarkan dari pelaksanaan pemilihan sebelumnya serta 
daerah-daerah yang rawan dengan konflik seperti kutipan salah satu 
wawancara dengan informan 3 (komisioner devisi teknis) : 
“Kami sebagai penyelenggara ditingkat kabupaten dalam 
merumuskan sasaran (khlayak) sosialisasi, kita harus 
menentukan dulu daerah-daerah mana yang angka 
golputnya tinggi dan daerah-daerah yang rawan konflik 
berdasarkan data pemilu yang sebelumnya. Kemudian 
menjadi dasar kita untuk lebih banyak mensosialisasikan 
pada sasaran tersebut”. (wawancara tanggal pada tanggal 
3 agustus 2016, pukul 14.00 WIB)  
 
Dari penejelasan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam memilih sasaran 
sosialisasi, Komisiv Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong harus 
mempertimbangkan hal-hal berdasarkan data yang ada dilapangan seperti 
daerah yang jumlah golputnya tinggi dan daerah yang dianggap rawan 
konflik. 
 
4. Strategi Melalui Saluran Media 
Untuk melaksanakan sosialisasi melalui saluran media (Media cetak 
dan Media elektronik) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong 
melakukan tahapan persiapan seperti pembentukan panitia kerja 
penyebaran informasi yang beranggotakan wartawan Media Cetak Lokal dan 
Waratawan Radio di Kabupaten Parigi Moutong dengan tugas menyiapkan 
bahan sosialisasi, menginformasikan seluruh tahapan Pemilhan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Sulawsi Tengah Tahun 2015 melalui media cetak dan 





KPU Kabupaten Parigi Moutong Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih dan 
SDM (Informan 2) dalam kutipannya sebagai berikut : 
 
 “Bahwa agar terlaksananya penyampian informasi pemilu, 
kami menggunakan media cetak dan elektronik yang ada di 
daerah parigi moutong dengan mempersiapkan berbagai hal 
untuk memenuhi segala informasi kepada masyarakat dengan 
menyeleksi media cetak dan media elektronik untuk dijadikan 
mitra kerja dalam pelaksanaan sosialisasi Pilgub, tetapi untuk 
penggunaan media elektronik yaitu Radio, itu hanya dapat 
didengar oleh daerah-daerah tertentu saja karena jangakaun 
radio didaerah kami masih standar. Begitu juga terhadap 
penggunaan media cetak khsusnya koran, hanya sebagian saja 
yang bisa mendapatkannya dikarenakan SDM yang tersedia 
khususnya didesa-desa.” (Wawancara tanggal 3 Agustus 2016, 
pukul 10.00 Wita). 
 
 
Mengenai penjelasan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabapaten 
Parigi Moutong dalam mensosialisasikan informasi pemilu mempersiapkan 
media cetak dan media elekronik untuk dijadikan mitra kerja, dengan 
harapan menyebarkan informasi pemilu dengan mengunakan media cetak 
dan media elektronik agar tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, 
tetapi penggunaan media elektronik khusunya radio hanya daerah-daerah 
tertentu saja yang bisa mendengarnya atau menikmatinya dikarenakan 
stasiun radio yang ada di Kabupaten Parigi Moutong masih menggunakan 
radio yang standar. Menggunakan media cetak khusunya koran lokal dengan 
memasang iklan-iklan layanan informasi pemilu berupa ajakan dan  






Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Kmisi Pemilhan Umum 
Kabupatn Parigi Motong (Informan 1) dalam sesi wawancara pada tanggal 
29 Juli 2016 Pukul 09.00 Wita : 
“Dari sisi sosialisasi yang lain kita juga lakukan melalui 
sosialisasi penyebaran alat peraga berupa liflet, stiker, 
brosur dan baliho pada lokasi-lokasi yang strategis disetiap 
Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, 
kemuadian kita menggunakan media elektronik dengan 
membuat acaraTalk Show di radio yang dihadiri oleh kami 
sebagai komisoner, itu kita lakukan dibeberapa radio di 
Kabupaten Parigi Moutong ini.”  
 
Mengenai hasil dari kutipan wawancara tersebut bahwa selain 
pengunaan media elektronik khusunya Radio yang di pakai sebagai media 
penyaluran informasi pemilu, ternyata penyebaran alat peraga seperti liflet 
dan baliho digunakan sebagai alat pendukung agar penyampaian informasi 
pemilu bisa langsung ke  masyarakat. 
 

















Penerapan strategi komunikasi sangatlah penting agar pesan yang 
disampaikan bisa sampai langsung ke khalayak, sehingga tujuan yang akan 
diraih organisasi bisa tercapai secara optimal.  
Sosialisasi pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provnsi Sulawesi 
Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Parigi Moutong telah terlaksana dengan 
menerapkan strategi dengan semua unsur-unsur komunikasi yaitu komunikator, 
pesan, penerima (komunikan) dan saluran (media). Namun dari hasil temuan 
dilapangan bahwa perencanaan masih kurang optimal ditandai dengan 
penggunaan strategi pada komunikator belum pada level yang sesungguhnya, 
yakni masih kurangnya komisioner turun ke lapangan untuk memberikan 
sosialisasi terhadap masyarakat, tetapi hanya menggunakan tim relawan yang 
disebut dengan relawan domokrasi dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa 
untuk menyampaikan sosialisasi.  
Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam 
melaksanakan sosialisasinya melibatkan juga penyelenggara ditingkat 
Kecamatan yaitu PPK, PPS dan KPPS serta memanfaatkan elemen-elemen di 
Desa dan Kelurahan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi pada kredibilitas dan 
daya tarik sumber sebagai komunikator. 
Demikian pula dalam penggunaan strategi pesan, KPU Kabupaten Parigi 
Moutong dalam membuat atau merancang sebuah pesan lebih banyak 
menggunakan muatan nasional (pesan berbahasa Indonesia) di dalam 
pelaksanaan sosialisasinya, padahal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong 
kemajemukan suku-suku masih terlihat. Artinya masyarakat di Kabupaten Parigi 





Tetapi ada juga pesan yang disampaikan menggunakan bahasa daerah, tetapi 
itu dilakukan melalui penyiaran di Radio Swasta. 
Kemudian pesan yang ditampilkan masih bersifat informatif. Berdasarkan 
hasil penelitian dilapangan bahwa pesan yang disampaikan hanya 
memberitahukan secara teknis tentang pemilu yaitu “membeitahukan tentang 
hari pencoblosan”, “apakah anda sudah terdaftar sebagai pemilih” dan lain 
sebagainya.   
Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target sasaran 
komunikasi merupakan hal yang sangat penting, sebab semua aktivitas 
komunikasi diarahkan kepada mereka. Begitu pula halnya dengan sosialisasi 
pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Parigi Moutong, di tujukan 
kepada masyarakat khsusnya pada pemilih. Sasaran sosialisasi yang dilakukan 
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong berupa pembagian 
segmentasi dari pemilih, yaitu segmen pemilih pemula, segmen perempuan, 
segmen pemuka agama, segmen disabilitas dan segmen masyarakat marginal. 
Tetapi pembagian segmen ini dalam tugasnya hanya dilaksanakan atau 
dilakukan di wilayah ibu kota Kabupaten. 
Pemilihan media komunikasi dalam menyampaikan informasi sangatlah 
dipertimbangkan dengan kareakteristik isi dan tujuan isi pesan yang akan 
disampaikan, serta media yang dimiliki oleh khalayak agar pesan yang 
disampaikan bisa terjangkau dan bisa sampai kepada khalayak.  Penggunaan 
media yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong dalam melaksanakan 
sosialisasinya dengan menggunakan media cetak (koran, liflet, stiker, brosur dan 






4.6.3. Analisis terhadap Peran KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagai 
Komunikator dalam pelaksanaan sosialisasi PILGUB 
 
Untuk menyukseskan proses sosialisasi PILGUB dan meningkatkan 
tentang jumlah pemilih dari tahun ke tahun, dibutuhkan peran KPU untuk 
menyalurkan informasi dengan baik. Penyampaian informasi tersebut merupakan 
bagian dari peran-peran KPU Parigi Moutong sebagai komunikator atau pembuat 
pesan. Peran KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagai komunikator dijalankan 
dengan seksama dan tepat sasaran terhadap masyarakatnya yang menjadi 
pemilih.  
Hal ini disampaikan oleh salah satu Komisoner (Informan 3) selaku devisi 
teknis KPU Kabupaten Parigi Moutong dalam kutipan wawancara yang 
dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2016 pukul 13.00 Wita : 
“Peran kami sebagai penyelenggara dalam 
mensosialisasikan informasi Pemilu, kami menjalankan 
tugas sesuai tugas, pokok dan fungsi kami. Misalkan 
menyusun jadwal, tempat kegiatan dan mekanisme kegiatan 
sosialisasi, meyiapkan dan mengdakan baan-bahan 




Di sisi lain, peran KPU Parigi Moutong sebagai komunikator juga didukung 
oleh pernyataan salah satu informan (5) dalam kuitpan wawancaranya sebagai 
berikut: 
“saya dan kawan-kawan komisoner lainnya dalam 
melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagai 
penyelenggara, sebagai komunikator pada pelaksanaan 
sosialisasi kita itu harus menyiapakan bahan-bahan 
sosiliasasi dan segala macam kebutuhan sosialisasinya, 
tetapi terlepas dari tugas, pokok dan fungsi, kami juga harus 
mampu memberikan pemahaman kepada pemilih tentang 
pemilu itu sendiri dalam hal ini pastisipasi pemilu”. 






 Dari kutipan wawancara tersebut peran Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Parigi Moutong sebagai komunikator berjalan sesuai tugas, pokok 
dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu, disisi lain juga KPU Kabupaten Parigi 
Moutong memberikan suatu pemahaman tentang pemilu diluar dari tugas, pokok 
dan fungsinya. Selain itu Pemahaman yang  dimaksud adalah suatu pemberian 
informasi yang dapat memberikan dampak terhadap pemilih agar mau 
memberikan hak pilihnya (partisipasi). 
     
1. Peran KPU Sebagai Komunikator dalam Meningkatkan Antusias 
masyarakat untuk menggunakan hak pilih 
Sebagai komunikator peran KPU Kabupaten Parigi Moutong berusaha 
mengkonsep segala kegiatan sosialisasi dalam bentuk yang semenarik 
mungkin dan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan khusus. Selain 
itu penyiapan sumber daya manusia khusunya penyelenggara tingkat 
Kecamatan dan Desa yaitu PPK dan PPS juga tak kalah penting. Salah satu 
kegiatan yang dibuat seperti pelaksanaan gerak jalan santai. Hal ini 
disampaikan oleh Komsioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan SDM 
(Informan 2) dalam kutipan wawancaranya : 
“Pelaksanaan kegiatan gerak jalan santai ini kami buat untuk 
mengumpulkan masa (Khlayak) lebih banyak. Sehingga 
disini kami bisa bertemu langsung dengan mereka. Karena 
sebagai Komisoner kita jarang bertemu langsung dengan 
masyarakat dalam mensosialisasikan Pilgub. Dalam 
kegiatan ini kita membuat suatu kuis-kuis yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Pilgub agar mereka lebih memahami 
keberadaan penyelengaraa Pilgub. Alhamdulliah antusias 
mereka untuk mengikuti kegiatan ini sangat tinggi.(kutipan 







Terkait dengan kutipan wawancara tersebut dijelaskan bahwa pihak KPU 
Kabupaten Parigi moutong untuk bertemu dengan masyarakat dalam jumlah 
lebih banyak, KPU Kabupaten Parigi moutong menggelar atau 
melaksanakan sosialisasi dalam bentuk kegiatan gerak jalan santai, 
sehingga mereka bisa bertemu langsung atau tatap muka dengan 
masyarakat yang sebagian besar sebagai pemilih.  
Pada kegiatan tersebut diberikanlah penjelasan-penjelasan atau 
himbauan-himbauan mengenai informasi tentang Pilgub. Hal senada juga 
yang dikemukakan oleh Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong (Informan 1) 
dalam wawancaranya yang dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2016 : 
“Jadi kita itu kalau pada saat Pilkada Gubernur kemarin, ya 
kita lakukan pertama jalan santai, dengan kegiatan 
sosialisasi jalan santai kita berharap masyarakat itu (pemilih)  
bisa antusias datang ke TPS, dengan keberadaan  kegiatan 
tersebut masyarakat akan lebih mengetahui hari apa, 
tanggal berapa pelaksanaan pencoblosan di TPS. Kemudian 
kegiatan-kegiatan lain kita kepasar, untuk menyentuh 
pemilih pemula kita ke sekolah-sekolah”. 
 
Dari pernyataan informan diatas dapat dinterpretasikan bahwa untuk 
memberikan respon yang sangat besar terhadap masyarakat (pemilih) pihak 
KPU Kabupaten Parigi Moutong mengadakan kegiatan jalan santai agar bisa 
lebih banyak bertemu dengan masyarakat (pemilih) dan memberikan 
informasi langsung mengenai Pemilu Gubrnur dan Wakil Gubrnur Sulawsi 
Tegah dengan harapan setiap pemilih antusias datang ke TPS.     
 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran KPU sebagai Komunikator 
Menjadi komunikator, tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Faktor-faktor ini menentukan baik tidaknya KPU Parigi 





disebutkan oleh salah satu informan 1 (ketua KPU Kabupaten Parigi 
Moutong): 
“Faktor pertama karena faktor geografis, kalau kita diparigi 
moutong itu kan susah dijangkau seperti daerah-daerah 
yang dipelosok yang keberadaannya di pegunungan-
pegunungan, kedua faktor bahasa, diparigi moutong itu 
dengan suku yang begitu majemuk jadi harus memakai 
bahasa yang khusus yang bisa dimengerti pemilih seperti 
bahasa yang ada didaerah pemilih tersebut, itu yang menjadi 
kendala buat kami dan pelaksana adhock dikecamatan 
(wawancara tanggal 09 agustus 2016) ” 
  
Dari hasil kutipan wawancara diatas bahwa peran KPU Parigi moutong 
dalam melaksanakan sosialisasi dalam menyampaikan informasi pemilu 
terkendala oleh faktor-faktor alam yaitu faktor georafis sebagaimana 
dijelaskan  bahwa letak wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang sebagian 
pegunungan, sehingga untuk menyampaikan informasi tersebut KPU Parigi 
Moutong harus bersusah payah untuk menelusuri pegunungan. Kemudian 
faktor bahasa menjadi salah satu kendala untuk menyampaikan informasi 
kepada masyarakat (pemilih).  
Selain faktor-faktor alam yang mempengaruhi peran KPU Parigi 
Moutong dalam pelaksanaan sosialisasinya ada juga faktor yang 
mempengaruhi peran KPU Parigi Moutong sebagai komunikator seperti 
kutipan dari wawancara (Informan 2) pada tanggal 09 agustus 2016 : 
“kita sebagai komisioner dalam penyampain sialisasi pemilu 
gubernur dan wakil gubernur dibantu oleh penyelenggara di 
tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, yang menjadi 
kendala masih minimnya SDM yang berminat untuk menjadi 
penyelenggara ditingkat kecamatan, sehingga 
perekrutannya berdasarkan rekomendasi kepala desa. Kami 
berharap minimal yang direkomendasi oleh kepala desa 
semestinya orang-orang yang terseleksi supaya KPU itu 
memilih orang-orang yang terbaik dari yang terbaik, ini 
malah sebaliknya sehingga pelaksanaan ditingkat 






Dari penjelasan kutipan wawancara tersebut bahwa dalam menjalankan 
peran sebagai komunikator pada pelaksanaan sosialisasi pemilu Gubernur 
dan Wakil Gubernur tahun 2015, Komisi Pmilihan Umum Kabupaten Parigi 
Moutong mengalami hambatan yang berupa masih minimnya sumber daya 
manusia yang menjadi penyelenggara ditingkat Kecamatan serta dalam 
penyeleksiannya masih kurang maksimal, sehingga hal ini berdampak 
terhadap pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di wilayah Kecamatan 
belum maksimal.   
 Dalam memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk menentukan 
keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Tengah tahun 2015, hal ini tentunya tidak terlepas dari peran KPU 
Kabupaten Parigi Moutong sebagai komunikator dalam mensosialisaskan 
informasi tentang pemilu. Sebagai komunikator harus mempunyai kemampuan 
dan skill dalam berkomunikasi serta bisa mengelola komunikasi dengan baik 
ketika berkomunikasi antar individu maupun kelompok, sehingga sebuah pesan 
mampu memberikan pengaruh atau dampak besar terhadap pesan disampaikan.     
 
4.6.4. Analisis terhadap Dampak dari Strategi Komunikasi KPU terhadap 
efektivitas pelaksanaan sosialisasi PILGUB 
 
1. Respon masyarakat dalam menggunakan hak pilih 
Strategi Komunikasi yang telah dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Parigi Moutong tentunya dapat berdampak pada respon 
masyarakat dalam menggunakan haknya yaitu hak untuk menggunakan hak 
pilihnya. Hal ini juga tidak terlepas dari pelaksanaan sosialisasi untuk 





Gubernur tahun 2015. Hal ini disampaikan oleh Amelia Idris (Informan 1) 
selaku Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut : 
“Memang sih, setelah kita lihat hasilnya bawa patisipasi 
pemilih (dalm megunakan hak pilihnya) di parigi mouotng ini 
cukup rendahlah, tidak terlalu memuaskan, ini menjadi PR 
buat kita KPU parigi moutong untuk ke depan belajar dari 
pengalaman bagaimana caranya agar supaya partisipasi 
pemilih bisa meningkat. Kemudian juga kesadaran dari 
pemilih itu sendiri, karena walaupun kita sudah melakukan 
beberapa hal, berbagai hal tapi kalau kesadaran dari pemilih 
itu sendiri tidak ada yang pastinya hasilnya nihil. ” 
 
Hal senada juga yang di sampaikan Komisoner KPU Kabupaten Parigi 
Moutong ikbal bungajim (Informan 2): 
“Dampak dari pelaksanaan sosialisasi Pilgub memang 
terlihat, masi banyak orang yang tidak datang ke TPS 
(tempat pemungutan suara) hal ini tidak semata-mata 
dikarenakan informasi yang disosialisasikan tetapi ada 
faktor-faktor lain seperti bisa saya katakan memilih itu 
adalah hak warga negara, sehingga KPU tidak punya 
kewenangan untuk memaksa warganya untuk memilih” 
 
Melihat dari hasil kutipan tersebut diatas bisa diasumsikan bahwa 
pelaksanaan sosialisasi bukan menjadi salah satu faktor masyarakat untuk 
tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi disisi lain pelaksanaan sosialisasi 
juga bisa memberikan dampak terhadap masyarakat untuk mau 
mengunakan hak pilihnya walaupun terlepas dari kesadaran masyarakat itu 
sendiri.  
 
2. Kluster atau jenis pemilih dalam menggunakan hak pilih 
Dalam Pelaksanaan sosialisasi Pilgub yang menjadi sasaran sosialisasi 
Komisi Pemilihan Umum menyebutnya dengan segmen. Segmen tersebut 
telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, antara 
lain segmen pemuka agama, segmen perempuan, segmen pemilih pemula, 





ditetapkan KPU,  masih banyak juga jenis pemilih yang tidak menggunkan 
hak pilihnya seperti hasil dari kutipan wawancara Komisioner KPU 
Kabupaten Parigi Moutong (Informan 1) : 
“Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara, kami melihat 
dari beberapa jenis pemilih, pemilih perempuanlah yang 
banyak berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, sekitar 
69% partisipasinya” 
 
Hal yang senada juga yang diungkapkan oleh Informan 2 (Komisoner Divisi 
Sosialisasi dan SDM) melalui wawancaranya pada tanggal 22 Agustus 2016  
“Menurut hemat saya dari apa yang telah dihasilkan pemilu 
Gubernur ini bahwa dampak sosialisasi KPU Pargi Moutong 
berimbas pada pemilih yang memeiliki tingkat pendidikan 
yang baik. Dari yang saya amati selama ini bahwa yang 
banyak menggunakakan hak pilihnya adalah pemilih yang 
tingkat pendidikannya yang baik” 
 
Penjelasan dari kutipan wawancara tersebut bisa dijelaskan bahwa   
sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagian 
besar hanya berdampak pada pemilih yang tingkat pendidikannya lebih baik. 
Lain halnya yang dikatakan Komsioner divisi teknis (Informan 3) dalam 
wawancaranya : 
“Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah jenis 
pemilih yang rasional, maksudnya untuk menggunakan hak 
pilihnya dia menganggap bahwa memilih itu adalah hak, tak 
harus memandang siapa calon yang akan dipilihnya. Karena 
itu saya menganggap sosialisasi yang kita lakukan hanya 
diterima banyak (berdampak) dari kalangan atau jenis 
pemilih ini”. 
 
Penjelasan tesebut bisa dimaknai bahwa pesan atau informasi yang dikemas 
dalam bentuk sosialisasi hanya berdampak pada pemilih rasional yaitu 
pemilih yang menganggap bahwa menggunakan hak pilih suatu keharusan 





 Strategi komunikasi yang diterapkan dalam sosialisasi tentunya tidak serta 
merta tidak memiliki dampak terhadap partisipasi dalam menggunakan hak 
pilihnya. Berdasarkan temuan dilapangan bahwa penerapan srategi komunikasi 
tersebut masih jauh dari hasil yang diharapkan. Antusias pemilih yang 
menggunakan hak pilihnya hanya pemilih tertentu yang menggunakannya, ini 
berarti penyampaian informasi melalui sosialisasi tidak merata diterima atau 
dipahami semua kalangan pemilih. 
 
     
 
 
 
  
